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TENTANG

PETUNJUI{ PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGARA
DI :LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

DIDNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ME]\ITERI KESEHATAN REPUBLII( INDONESIA,

Menimbang : a' bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi
pengelolaan Barang Milik Negara berupa rumah negara,pengguna dan/atau kuasa pengguna barang wajib
mengel0ra Barang Milik Negara yang digunakan untuk
melaksanakan tupoksi dengan sebaik_baik.ry";

b. bahwa dengan mempertimbangkan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu
ditetapkan Petunjuk pelaksanaan pengerolaan Rumah
Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 4 Tahun rgg2 tentang
Perumahan dan permukiman (Lembaran Negara
Republik l,donesia Tahun tgg2 Nomor 23, Tambahan
Lembaran irlegara Repubrik indonesia Nomor 3a69);

2. peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun rgg4 tentang
Rumah Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia'Iahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara
,Repubiik Indonesia Nomor 3s7s) sebagaimana telah
'liubah dengan peraturan pemerintah Nomor s 1 Tahun
:2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200s
lftlomor 64, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
llndonesia Nomor 4S1S)

3. l?eraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
)?engelolaan Barang Milik Nega.ra/Daerah (Lembaran
)\egara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
llambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
'+609) sebagaimana telah diubah dengan peraturan

Pemerintah ...
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Pemerintah Nomor 38 Tahun 20og (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7g, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4gSS);
4' Keputusan presiden Nomor 42 Tahun 2oo2 tentangPedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan danBelanja Negara (Lembaran Negara Repubiik IndonesiaTahun 2OO2 Nomor TS, Tambahan Lembaran NegaraRepublik l,donesia Nomor 4212), sebagaimana telahdiubah dengan peraturan presiden worior 5g Tahun2010;

5. Peraturan presiden Nomor 11 Tahun 200g Tentang TataCara pengadaan, penetapan Status, pengalihan Statusdan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
6 ' Peraturan Menteri Keuangan Nomo r 96 /pMK.o6 r 2oo.tentang Tata Cara pelaksanaan penggunaan,

Pemanfaatan, pe,ghapusan dan pemindahtanganan
Barang Milik Negara;

7' Peraturan Menteri Keuangan Nomor r2o/pMK.a6/2oa.
tentang penatausahaan Barang Milik Negara;

8. Peraturan Menteri pekerjaan Umurn Nomor22/pRT /M/2009 tentang pedoman Teknis pengadaan,
Pendaftaran, penetapan Status, penghu,ian, pengalihan
Status, dan pengalihan Hak Atas Rulah Negara;

9' Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/pMK.o6r2oro
tentang pengeroraan Barang Milik Negara BerupaRumah Negara;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PETUNJUKPE]-AKSANAAN PBNGELOLAAN RUMAH ,VEGARA DILIN GKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.
Petunjuk Pelaksanaan pengeloiaan Rumah Negara diLingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA...
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Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara di
Li::gkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana
dirrraksud dalam Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi
setiap Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan
baik Kantor Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UpT)
daiam melaksanaan Pengelolaan Rumah Negara.

Pa.da saat berlakunya Keputusan Menteri, Instruksi
Mr:nteri Kesehatan Nomor OO27 ISJ/SK/B .perllll1990
te::rtang Pedoman Pengelolaan R'umah Dinas Departemen
Kesehatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ke:putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2OI2

I KESEHATAN
INDONESIA,

IAH MBOI

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Keua:ngan;
3. Sekretaris Jencleral Kementerian Kesehatan;
4. Inspektur Jerrderal Kementerian Kesehatan;
5. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Para Kepala Eladan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Para Kepala Biro dan Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal

Kementerian .Kesehatan.

K,gW(.d/'^ REJ

i;( rit..+.#

W;ll;H
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MEi\TERI KESEFIATAN
NOMOR 422 I MENKES/ SK/ Xrr / 20 12
TENTANG
PETUNJUK PELAI(SANAAN PENGELOLAAN
RUMAH NEGARA DI LiNGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RUMAH NEGAP.A
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAI(ANG

Rumah negaria. merupakan Barang Milik Negara atau aset negara yangharus dikeloler dengan tertib baik daiam penatausahaan, pemeliharaanmaupun pem.anfaatannya. pengel0laan Barang Milik 
'N.g".. 

(BMN)secara tertib zrdministrasi, tertib fisik dan tertib hukum sebagai upayayang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban instansi
. pemerintah ya.ng diberikan kuasa untuk-menggunakan BMN.

saat ini keterrtuan yang mengatur pengerolaan rumah negara yaituPeraturan Pernerintah No. 40 tahun tgi+ d.an peraturan pemerintah
Nomor 31 tahLun 2oo5 yang ditindaklanjuti dengan peraturan presiden
nomor 11 tahun 2008 Tentang Tata cara pengadaan, penetapan
Status, pengalihan status dan pengarihan Hak Atas Rumah Negara.Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Kesehatan perlumenindaklanjrrti dengan penyusunan Petunjuk pelaksanaan (Juklak)Pengeloiaan rR.umah Negara yang rebih aplikatif sehingga dapatdipergunakan sebagai acuan setiap aparatur negara yang bertanggungjawab atas pengerolaan rumah negara di unlkungr.rr- K.*.nterian
Kesehatan.

Adanya acuarx ini, merupakan salah satu upaya
tertib administrasi, tertib iisik dan tertib hutum
Milik Negara yang digunakan dan ditatausahakan
lingkungan Kr:menterian Kesehatan. Selanjutnya

untuk mewujudkan
pengeloiaan Barang
oleh Satr-ran Kerja di
bukti kepemilikan,
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penetapan sl.atus penggunaan, penetapan status golongan rumah
negara, pendaftaran dan pemanfaatan rumah negara dapat ditetapkan
sesuai ketentuan yang berraku sehingga pemanfaatan rurnah negara
tersebut dapat memberikan penerimaan Negara Bukan pajak (pNBp)
berupa sewa bagi pemerintah.

TUJUAN

Juklak Pengelolaan Rumah Negara dimaksudkan untuk dapat
memberikan ,kesamaan persepsi dan kemudahan bagi Unit Akutansi
Kuasa Pengguna Barang pada setiap satuan Kerja di lingkungan
Kementerian .Kesehatan daiam rangka tertib administ.asi per,-gelolaan
rumah flegarai.

RUANG LINGI(UP

Ruang lingkup Juklak pengelolaan Rumah Negara Kementerian
Kesehatan m,eliputi pengadaan, penetapan status dan pend.aftaran,
penghunian, pengalihan status dan pengalihan hak atas rumah negara

PENGERTIAN

i. Rumah negara berdasarkan pp 40 adalah bangunan yang dimiriki
negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan
sarana pr:mbinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas
pejabat d,an/atau pegawai negeri;

2. Pegawai :negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat_
syarat y€mg ditenttrkan dalam peraturan perundang-unda.ngan
yang berl;aku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi
tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau diserahi tugas Negara
lainnya yang ditetapkan berdasarken sesuatu peraturan
perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-
undangarr yang berlaku

3. Pejabat adalah pejabat negara atau pejabat pemerintah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

4. Rumah negara golongan I Jabatan adalah rumah negara yang
diperguneLkan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat
jabatanny'a harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak
penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih
memeganlg jabatan tertentu;

C.

D.
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Rumah negara goiongan I non Jabatan adalah rumah negara yangmempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalamlingkungan suatu kantor instJnsi, *rrr"h sakit, perguruan tinggi,pelabuhern udara, perabuhan laut dan raboratorium/baraipenelitian;

Rumah rleg&rB. golongan II adalah rumah negara yang mempunyaihubungan yang tidak dapat dipisahkan oali suatu instansi danhanya dirsediakan untuk didiami oleh pegawai Negeri KementerianKesehatan yang memenuhi syarat dan apabila terah berhenti ataupensiun, rumah tersebut dikembalikan kepada negara;
Rumah negara gorongan III adarah rumah negara yang tidaktermasuk:. golongan I dan golongan ir yang dapat dijual kepadapenghuninya setelah memenuhi syarat;
Asrama eLdalah rumah tinggar sementara bagi mahasiswa/pNSselama m,engikuti pendidikan;
wisma/gnuest house adarah rumah negara untuk tempat tinggarsementara/ transit bagi pegawai Kemenierian Ke sehatan ;surat Izirr penghunian (slp) adarah sura.t yang diterbitkan orehpejabat yang berwenang yang dipergunat<..n sebagai suatu tandabukti sah penghunian;
sewa rurrrah negara adaiah sejumlah uang yang wajib disetor orehpenghuni rumah negara kepada Kas Negao 

"."..rri besaran yangtelah diterntukan dalam Surat penunjukan;
Pengadaan rumah negara aclalah proses pengadaan yangdilakukarL merarui penyediaan dan pembangunan rumah negara;
Pendaftaran adaiah kegiatan pencatatan rur'ah negara baik yangberdiri sendiri beserta atau tidar< beserta tanahnya kepadaKementer.ian pekerjaan Umum

14, Penghunia.n adarah suatu kegiatan untuk m..rgtu.ri rumahnegara sesuai surat Keputusan penunjukan pe,ghunian RumahNegara;

i5. Penetapar:r status golongan rumah negara adalah keputusanMenteri liesehatan yang menetapkan status goiongan rumahnegara k,: dalam rumah negara golongan I, rumah negaragolongan II, dan keputusan Menteri pei<erjaan umum untukperubaha, status rumah negara golorgan II menjacii rumahnegara golongan III;
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16' Pengalihan status golongan rumah negara adalah perubahan
status mmah negara golongan II menjadi mmah negara golongan
III, atau perubahan status rumah negara golongan I menjadi
rumah negara golongan II atau sebaliknya;

17 ' Pengalihrln hak rumah negara adalah penjualan rumah negara
golongan III yang berdiri sendiri beserta atau tidak beserta
tanahnya kepada penghuni dengan cara sewa beli;

II. PENGADAAN, PENETAPAN STATUS DAN PENDAFIARAN RUMAH NEGARA
A. PENGADAANT RUMAH NEGARA

1. Penyediaan rumah negara

Penyediaa-n rumah llegara dilakukan dengan cara pembelian,
tukar-menukar atau perolehan lainnya yang sah. pemberian
rumah negara dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah
dari perorangan, koperasi, atau badan usaha.
Tukar menukar rumah negara dapat dilakukan oleh pemerintah
dengan pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah,
badan hukum milik pemerintah iainnya, atau swasta baik yang
berbentuh badan hukum maupun perorangan.

Sedangkarr peroiehan lainnya yang sah meliputi :

a' rumah yang diperoieh d.ari hibah/surnbangan atau yang
sejenis;

b, rumah yang diperoleh sebagai peiaksanaan dari
perjanjian/kontrak;

c. rumah yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan
perundiang-undangan; atau

d. rumah yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoieh kekuatan hukum tetap.

2. Pembangunan Rumah negara

Pembangu'nan rumah negara diselenggarakan berdasarkan pada
tipe rumah negara, serta pangkat dan golongan pegawai negeri di
atas tanah yang sudah jelas status haknya. Standar luas rumah
negara beserta standar luas tanahnya ditetapkan sesuai dengan
tipe ruma.h negara yang didasarkan pada tingkat jabatan dan
goiongan llepangkatan penghuni.
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Pengadaem rumah negara wajib rnengikuti standar tipe danrumah negara sebagaimana tersebut dalam matrik di bawah i

iielas
ni:

Sepanjang tidak bertentangan dengan
ditetapkan dalam Rencana Tata Rr^.rg
kelebihan tanah yang diizinkan untuk:

LUAS m2

luasan persil yang
Wilayah, toleransi

negara
negara
status

B.

a. DKI Ja.karta:20 o/o

b. Ibukota provinsi : 30 %o

c. ibukoter Kabupaten/Kota: 40 o/c,

d. Pedesaan : S0 %

PENETAPAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA
Setiap pimpinan instansi wajib menetapkan status rurrrahyang berada dibawah kewenangannya rnenjadi rumahgolongan r clan/ata.u rumah negara golongan II. penetapan

PENGGUNA
TANAH

KHUSUS

Sekretaris Jenderal / Direktur

Anggota Lembaga Tinggi
Negara/Dewan

Pegawai Negeri Sipil Golo"g* iVTa
dan IVle

Pegawai Negeri Sipil Gol. IV/a dan

Kepala Sub Direktorat/Kepala

Kepala Seksi/Kepala Sub

so I tzo
w4 Negeri Sipil Gol. III

i Sipil Gol I dan Gol II
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golongan ru:rrls'h negara dapat dilakukan beserta atau tidak beserta
tanahnya

Penetapan status rumah negara golongan I dan II di lin.gkungan
Kernenterian Kesehatan ditetapkan oleh Sekretaris Jend.eral atasnarna Menrieri Kesehatan. sedangkan untuk perubahan statusrumah negia.ra goiongan II menjadi rumah negara golongan iildilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dalam rrat ini (Jhi) oiret<tur
Jenderal cipta Karya atas usulan pimpinan Kementerian Kesehatan
dan/atau pejabat Kementerian Kesehatan yang berwenang.

C. PENDAFTARAN RUMAH NEGARA

Kementerian Kesehatan wajib mendaftarkan Rumah negara yang
dikuasainya kepada Menteri Pekerjaan Umum up. Direktur JenderalCipta Karyei selaku Pembina Rumah negara. pendaftaran ini
dimaksudkan agar semua Rumah negara beserta atau tidak beserta
tanahnya d-alam Kementerian Keseiratan tercatat dan terinventarisasi
di Kementerian pekerjaan Umum,

Pengajuan permohc,nan pendaftaran rumah negara kepada
Kementerian pekerjaan Umum selambat-lambatnya enam bulan
sejak ditetapkan status golongan rumah negara.

untuk itu, Kementerian Kesehatan dhi Biro Keuangan dan BMN juga
wqib mengurmpulkan data rumah negara yang sudah ditetapkan
status goiongan dan penggunaan untuk dikompilasi dan didaftarkan
kepada Kementerian pekerjaan umum. Selanjutnya data jumlah
runeah negara, status golongan dan penggunaan rumah negara dapat
diketahui dengan tepat sehingga dapat d.isusun kebutuhan
pembangunan, pemeliharaan dan pengarnanan rumah negara
Kernenterian Kesehatan, Manfaat lain iuga dapat diperoleh adalah
besaran pen<lapatan berupa sewa yang diperoleh d.ari pemanfaatan
dan pengalih,an hak Rumah negara.

D. TATA CARA T'ENETAPAN STATUS GOLONGAN DAN PENDAF-IAPAN

1. Penetapan. Status

Satuan lcerja yang memiliki rumah negara
penetapan. status golongan dan pendaftaran rumah
berjenjang; kepada Sekretaris Jenderal Kementerian

mengusulkan
negara secara
Kesehatan.
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Penetapern status gol0ngan rumah negara yang diperoleh daripenyediaran dan pembangunan rumah negara dengan sumberpembiay'aan dari A,BN atau perorehan lainnla yang sah (bantuanluar ne5;eri, tukar *..ruk", atau hibah) danTatau perubahanfungsi b'angunan menjadi rumah negara ait"t rt "r, selambat_lambatnrra *T bulan sejak ,"."t t..i*. dan/atau hakkepemilikan berpindah nrenj.ii B.r"rrg Miiik N.g.r. (BMN).
Tata caril pelaksanaan penetapan status gol0ngan rumah negaradiatur sebagai berikut:

a' Pimpinan satuan Kerja mengajukan permohonan penetapanstatus goiongan rumah negara merarui pimpinan unit Eseron Iyang terkait kepada Menteri Kesehatan u.p. sekretarisJende:ral Kementerian Kesehatan a.rrg.., melampirkandokumen sebagai berikut :

1) Bu&ti kepemilikan hak atas tanah clan rumah negara;2) GaLmbar arsip rumah dan gambar sitrrasi;3) Foto kopi dokumen penganggaran pengadaan rumahllegara / surat keterangan Kepala b"trr' Kerja ataspe:rolehan rumah/pembangurr"r, **"rr-r1"g.." antara iainDI,P, DIPA d11;

Foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau suratketerangan Kepala satuan Keqja yang menyatakan belummernilifti IMB;
Kartu Identitas Barang (KIB) rumah negar.a.

b. sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan rnenetapkanstatus gol0ngan rumah negara ke dalam rumah negaragol0ngan I dan/atau rumah negara gol0ngan II paring lambatsatu rarhun sejak dimiliki oreh negal". r.*uu"an t"-prir".,penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepadaMenteri pekerjaan umum selaku penibina Rumah Negara danMenteri Keuangan selaku pe,gerora e..".rg M,ik Negara.

2. Pendaftarein

;:J,il?:" 
pelaksanaan pendaftaran rumah negara diatur sebagai

4)

s)
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Pimpi'an satuan Kerja mengajukan permohonan pendaftaran
melaluri Pimpinan Unit Eselon I yang terkait kepada Menteri
Kesehatan g,p" sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1) Daftar rincian rumah negara;
2l Ga.mbar rurnah dan/atau gambar siLuasi;
3) Foto kopi dokumen penganggaran pengadaan rumah

negara/surat keterangan Kepala satuan Kerja atas
perolehan rumah/pembangunan rumah negara.

4) Foto kopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau surat
keterangan Kepala satuan Kerja yang menyatakan berum
mermiliki IMB.

5) Foto kopi sertifikat/bukti kepemilikan tanah.
selanjrutnya Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama
sekretaris Jenderal merrgajukan surat permohonan
pendaltaran kepada Direktur Jenderal cipta Karya
Kemen:terian Pekerjaan Umum u.p :

1) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk
rumah negara yang berlokasi di DKI Jakarta, Bogor, Depok,
Ta::gerang dan Bekasi;

2) Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan melalui
Kepala Dinas Pekerjaan umum/Dinas Teknis provinsi yang
membidangi rumah negara untuk rumah negara yang
berlokasi di luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang
dar: Bekasi.

III. PENGHUNIAN RLIMAH NEGARA

A. KETENTUAN T'ENGHUNIAN RUMAH NEGARA

Penghunian ,rumah negara dilaksanakan dengan memperhatikan
ketentuan sebagai berikut :

1. Penghunian rumah negara hanya dapat diberikan kepada pejabat
atau pegavrai negeri Kementerian Kesehatan.

2. Setiap penrghuni rumah negara harus memiliki Surat Keputusan
Penunjuka.n Penghunian Rumah Negara d.an surat rzin
Penghunian (SIP).

3. SIP diber:ikan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri
Kesehatan dan/atau Kepala Biro Keuangan dan BMN atas nama

a.

b.
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sekretarir; Jenderal sesuai dengan surat Keputusan MenteriKesehata, tentang penderegasian wewenang penandatanganan
SIP.

4. Masa berlaku slp rumah negara gorongan I Ja.batan adalahselama ya-ng bersangkutan menduduki jabatan tersebut;
5. Masa berlaku srp rumah negara adarah 3 (tiga) tahun dan dapatdiperpanj rang/ dicabut se suai ketentuan yang berraku ;

6' Hak penlghunian rumah negara mu]ai berlaku pada tanggalditetapkan sebagaimana tercantum dalanr slp dan berakhir padawaktu pe:nghuni yang bersangkutan tidak berhak lagi menempatirumah negara;

7 ' sIP sewalrtu-waktu dapat dibatalkan apabila ada permintaan daripenghuni dan/atau mutasi jabatan danTatau rumah negara tidakditempati sesuai ketentuan dan/atau penghuni tidak uJrrrat tagimenempati rumah negara;

8. Apabila penghuni rnenambah, mengurangi atau merubahbangunan. yang dihuni harus mendapatkan izin tertulis dariPengguna Barang yang diajukan ,"."r" berjenjang. biaya yangdigunaka, untuk menambah, mengurangi atau merubahbangunan tidak mendapatkan penggJntian dari l(ementerian
Kesehatarr;

9' suami dan isteri yang masing-masing berstatus pegawai negerihanya dapat menghuni satu rumah .r.!.." kecuali penugasan dantempat tin.ggal mereka di daerah yang berlainan
10. Pegawai negeri yang pindah tugas dan menempati rumah negara,tidak dapert menghuni rumah negara lainnya kecuari rumah negaragolongan I sesuai tingkat jabatannya;

1 1. Pegawai n€geri yang telah memperoleh rumah negara golongan IIIdapat mer:Lghuni rumah jabatan sesuai tingkat jabatannya; 
i

12. Pengajuan. permoh.nan penghunian rumah negara secaraberjenjang melalui pimpinan Satuan Kerja dan unit Eselon Ikepada Menteri Kesehatan u.p.sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan;
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13. Permohor:ran pengalihan hak rumah negara gorongan III diajukanoieh penghuni dengan mengisi formulir perlohonan yangditujukan kepada Direktur Jenderar cipta r.ryu KementerianPekerjaan Umum u,p :

a. Direktrrr penataan Bangunan dan Lingkungan untuk rumahnegara yang berlokasi di DKI Jakarta, Bogor,bepok, Tanger.ang
dan Bekasi;

b. Direkt,r penataan Bangunan dan Lingkungan meral,i KepalaDinas pekerjaan umum/Dinas Teknis provinsi yang
membirlangi rumah negara untuk rumah negara yang berrokasidi luar DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

14. slP rumah nega'a sekurang-kurangnya berisi ketentuan :

a. Identitzrs pejabat yang berwenang menandatangani izinpenghunian;
b. Data kepegawaian calon penghuni rumah negara;
c. Alamat rumah negara yang akan dihuni;
d. Luas tanah d.an bangunan rumah negara;
e. sewa per buran sesuai ketentuan yang berlaku;
f' Kern'ajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh caron

penghuni;
g. Jangka waktu caron penghuni harus segera menempati rumah

negara;

h. Sanksi apabila penghuni tidak melaksanakan kewajiban dan
larangan

B. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENGHUNI Ri.jMAH NEGARA
1. Kewajiban

a' Menghuni rumah negara selambat-lambatnya dua bulan setelah
menerinna SIp;

b' MembaJrar sewa rumah negara yang besarnya sesuai ketentuan
yang be:rlaku melalui pemotongan gqji;

c. Membal,ar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan
dengan penghunian rumah negara;

d. Membal'ar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, d.anfatau
gas;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-14-

e. Memeriihara dan memanfaatkan rumah negara sesuai denganfungsinya;
f. Mengalrukan permohonan perpanjangan srp paiing rambat duabulan sebelum masa berlakunya berakhir;
g. Mengosongkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinyakepada. Kepala satuan Kerja selambat-lambatnya dalam jangkawaktu dua buran sejak rjiterima keputusan 

-;;;;;"" 
srpatau mutasi atau pindah atas kem"r"r, sendiri atau pensiun.

2. Larangan
a. Mengalihkan penghunian. dan/atau menyewakan sebagian atauselurutr rumah kepada pihak lain;

Menambah, mengurangi atau merubah bangunan yang dihunitanpa i:zin tertulis dari pengguna Barang;
Menggtrnakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yangditetaplcan;

b.

c.

d' Mengh,ni rumah negara daram satu kota/craerah yang samabagi meLsing-masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.
3' Muiai Berla.ku Dan Berakhirnya penghunian Rumah negaraa' Hak pe'nghunian rumah negara muiai berraku pada tanggalditetaprran sebagaimana tercantum dalam surat KeputusanPenunj,kan penghunian rumah negara dan berakhir padawaktu penghuni yang bersangkr-it., tidak berhak lagimenempati rumah negara.

b' Penghu;ni rumah negara gorongan I Jabatan harusmengernbalikan kunci dan rumah negara yang dihuni besertafasilitas BMN yang diterima kepada pimpinan satuan KerjaselambaLt-lambatnya dua bulan sejak tiaat memegang jabatantersebut;
c. Penghur:i rumah negara golongan

II yang berhenti karena pensiun
hormat atau tidak dengan hormat
atau meninggal dunia atau mutasi
berhenti atas kemauan sendiri
penghunian rumah negara atau
maka yang bersangkutan wajib

I non Jabatan dan golongan
atau diberhentikan dengan

tanpa menerima hak pensiun
ke daerah atau instansi atau
ataur melanggar larangan

izin penghuniannya dicabut
mengembalikan kunci dan
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rumah negara yang dihuninya selambat-iambatnya 2 (dr_ra)bulan sejak diterima keputusan pencabutan izin penghunian;
Keputusan Pencabutan slp rumah negara karena meranggarketentrran penghunian rumah negara dilakukan setelahdiadakan penelitian dan pemeriksaan oreh satuan Kerjasehingga cukup bukti adanya pelanggaran ketentuan
persyal:atan penghunian rumah negara.
Kepututsan Pencabutan Izin Penghunian diterbitkan atas usulan
dari pirnpinan Satuan Kerja secara ber;enjang;
Pengosongan dilakukan secara sukarera oleh penghuni. Apabilatidak terlaksana maka pengosongan dilakukan secara paksa
dengan bantuan instansi berwerrang.
Penyelersaian sengketa rumah negara golongan I dan IIdilakukan oleh Kepara satuan Kerja atau sekretaris
Ditjen/Badan atau Kepaia Biro Keuangan dan BMN atau
Sekreta.ris Jenderal Kementerian Kesehatan.
Penyelesaian sengketa rumah negara golongan III, dilakukan
oleh Direktur Jenderal cipta Karya dalam hal ini Direktur
Penatazrn Bangunan dan Lingkungan untuk rumah negara yang
terletak. di DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasl
serta x-epala Dinas pekerjaan Umum/Dinas Teknis provinsi
untuk.umah negara di luar daerah tersebut di atas.

C. TA'I'A CARA PENGI{UNIAN RUMAH NEGARA

1. calon penghuni mengajukan permohonan tertulis untuk
menghur:ri rumah negara kepada pimpinan satuan Kerja dengan
melampir-kan dokumen sebagai berikut:
a. Perm'honan baru/penggantian penghuni rumah negara

1) Foto kopi SK pengangkatan pNS terakhir;
2) F.to kopi sK pengangkatan ke dalam jabatan (struktural/

fungsional);
3) suraL Pernyataan untuk mentaati kewajiban dan larangan

dibubuhi materai secukupnya;
4) Pars foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2

(dua) lembar;

d.

e.

ob'

h.



Menteri Kesehatan dalam ha1 ini
Kesehatan dan/atau pejabat
Keputusan SIp rumah negara
kepada:

Pajak Terutang pajak
di lingkungan rumah

Sekretaris Jenderal Kementerian
yang ditunjuk, menerbitkan

dan tembusannya d.isampaikan
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5) siurat keterangan pimpinan satuan Kerja tentang datarumah negara (tipe, luas bangunan, luas ianah,
lokasi/letak rumah);

6) Foto bangunan rumah negara;
7) F'oto kopi Surat pernberitahuan

Elumi dan Bangunan (SppT pBB)
sekitar;

PNS terakhir;
kedalam jabatan;

meritaati kewajiban dan

8) Foto kopi slp lama dan bukti setoran sewa bulan terakhir
khusus untuk proses s.p penggantian penghuni rumah
negara.

b. Perrnohonan perpanjangan
1) F'oto kopi SK p.rrgarrgLatan
2) F'oto kopi SK pengangkatan
3) S;urat Pernyataan untuk

larangan.
4) Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua)

lembar;
5) Foto kopi SIp lama
6) F'oto kopi bukti setoran sewa bulan terakhir

2. Pimpinan satuan Kerja dan Unit Eselon I mengkaji clan menilai
berdasa::kan kriteria penilaian faktor kedinasan dan faktor sosiarpejabat dan pegawai negeri yang bersangkutan

3.

a. Ment.eri Kesehatan;
b. Sekrr:taris Jenderal Kementerian Kesehatan;
c. Eselon I terkait;
d. Kepala Satker terkait;
e. Ment,eri Keuangan u.p Direktur Jenderal perbendaharaan;
f. Bendaharawan Gaji Satker terkait.
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IV' PENGALIHAN STATUS DAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA

A. PENGALIHAN STATUS GOLONGAN RUMAH NEGARA
Pengalihan status golongan rumah negara diatur sebagai berikut:
1' Rumah nrsgara golongan II yang tidak dapat dialihkan statusrrya

menjadi rumah negara gorongan III adalah rumah negara yang
berfungsi sebagai mess, asrama dan guest house serta rumah
negara yang masih dalam sengketa

2' Perubahan status rumah negara golongan II menjadi rumah negaragolongan III dilakukan berdasarkan kajian dan usulan secara
berjenjangl mulai dari pimpinan satuan Kerja sampai denganpimpinan tingkat Eselon I dan selanjutnya diajukan kepad.aMenteri Kesehatan u.p. sekretaris Jenderal Kementerian
Kesehatan.;

3' Dalam melakukan pengaiihan status rumah negara golongan II
menjadi rumah negara golongan III terdapat tr". tanah dan
bangunan:nya melebihi ketentuan standar tipe dan kelas bangunan
atau pangkat dan golongannya tidak sesuai peruntukan harus
mendapat kajian dan rjin tertulis dari pimpinan Unit Eselon I
terkait;

4. Rumah negara golongan II dapat ctiubah menjadi rurnah
golongan I dalam rangka rnemenuhi kebutuhan rumahjika secara teknis memenuhi ketentuan rumah
berdasarkan tipe dan kelas rumah negara.

5. Pengalihan status rumah negara golongan I menjadi rumah negara
golongan I.t dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan apabila :

a. Tidak diperlukan lagi karena perubahan organisasi;
b. Tidak nlemenuhi fungsi yang ditetapkan semura;
c. Tidak mempunyai fungsi secar.a rangsung melayani kantor I

instans.i
d. Tidak terletak dalam lingkungan kantor / instansi

B. TATA CARA PE]NGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

1. Pengalihan Rumah negara Golongan II menjadi Rumah negara
Golongan III

negara
jabatan
jabatan
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Rumah negara golongan II yang dapat dialihkan statusnya menjadirumah negara golongan III harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
a. Rumatr negara telah ditetapkan statusnya menjadi rumah

negara golongan II oleh Menteri Kesehatan;
b. Tidak berfungsi sebagai mess/asrama;
c' status rumah dan tanah tidak daram sengketa bercrasarkansurat .keterangan dari pimpinan Unit Eselon I;d. Umur bangunan rumah negara minimar sepuluh tahun sejakdimiliki oleh negara atau sejak ditetapkan perubahan ftrngsi

bangunan menjadi rumah negara;
e. Penghuni rumah negara telah memiliki masa kerja sebagai

Pegawed Negeri minimal sepuluh tahun;
f. Penghr-mi rumah negara memiliki surat ijin penghunian yangsah detn suami atau istri yang bersangkutan bet,m pernah

memberii atau memperoleh fasilitas rumah dan/atau tanah darinegara;
g. surat pernyataan dari penghuni bahwa belum pernah

menda'patkan fasilitas rumah dari negara diatas materai;h. Penghurni menyataka, bersedia Leng4ukan perrrr,honan
Pengalihan Hak rumah negara minirnar satu tahun terhitungsejak rumah tersebut menjacri Rumah negara Golongan IIIdengan ketentuan jika 1alai mengqiukan permohonan tersebut
maka l<epada penghuni dikenakan sanksi membayar sewa ,luakali sewa setiap bulannya yang ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang_undangan 

;

2. Tata cara pengajuan pengarihan status rumah negara gorongan IImenjadi rumah negara gorongan III adarah sebagai berikut:
a. Penghurni rumah negara mengajukarr usur kepada pimpinan

Satker yang terkait dengan kelengkapan persyaratan yang
dibutuhkan untuk proses pengarihan status rumah negara
antara lain;
1) Garnbar arsip rumah
2) Fot,o kopi keputusan

dan gambar situasi;
penetapan status penggunaan rumah

negara;

3) Fotro kopi keputusan penetapan status
golongan II;

rumah negara
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+) Foto kopi sertifikat tanah;
5) Foto kopi dokumen penganggaran pembangunan rumah

negara dari satker yang terkait;
6) Foto kopi rzitt Mendirikan Bangunan (IMB)/surat

keterangan dari pejabat yang berwenang di Kementerian
Kesrehatan apabila tidak diketemukan IMB;

7) Foto kopi surat Keputusan penunjukan penghunian Rumah
NegJara dan Suratlzin Penghunian (SIp) golongan II;

8) Foto kopi SK terakhir penghuni rumah negara;
9) Surat keterangan rumah/tanah tidak dalam sengketa;
10) Berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah oleh

Kernenterian Kesehatan;

11) surat pernyataan penghuni bersedia memberi rumah
negara;

12) surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila rumah
negara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain dan;

13) Hasil kajian Pejabat Eslor: I terkait atas pengalihan rumah
negara golongan II menjadi rumah negara golongan III.

b. Pimpin,an satker mengajukan kepada pimpinan unit Eselon I
terkait dan hasil kajian pengaiihan status golongan rumah
negara dengan memperhatikan:
1) Statistik rumah negara yang ada;

2) Jurnlah rumah negara;

3) Anefisis kebutuhan rumah negara;

Jika terjadi luas tanah dan bangunan melebihi ketentuan
standar type atau kelas bangunan, maka harus ada kelerangan
yang menyatakan:

1) Keir:bihan luas tanah masih merupakan kesatuan dengan
tanrah semula;

2) Kek:bihan luas tanah tidak dapat dimanfaatkan/
dipergunakan secara efi sien;

3) Br:.I<an merupakan prasarana dan sarana lingkungan;
4) Ti.dak dapat dibangun untuk satu rumah sesuai Rencana
' 'I'atil Ruang Wilayah setempat.
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Pimpin'an Eselon I menyampaikan persetujua,n pengaiihan
status golongan rumah negara kepada Menteri Kesehatan u.p.Sekretrrris Jenderar Kementerian Kesehatan denganmelampirkan dokumen persyarata.n sebagaimana tersebut
dalam huruf a dan b di atas.

sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan a.n. Menteri
Kesehertan mengajukan usuran pengarihan rumah negara
golongia.n II menjadi rumah negara golongan III kepada Merlteri
Pekerjaan umum dhi Direktur Jenderal cipta Karya dengan
mempergunakan contoh formu.lir pada rampiran r denlan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai beiikut:
i) Ga.mbar arsip rumah dan gambar situasi;
2) Fot.o kopi keputusan penetapan status penggunaan rumah

neElara;

3) Foto kopi keputusan penetapan status ruma.h negara
golongan II;

4) Foto kopi sertifikat tanah;
5) Fot.o kopi dokumen penganggaran pembangunan rumah

negara dari satker yang terkait;
Foto kopi lzin Mendirikan Bangunan [MB)/suratketerangan dari pejabat yang berwenang di Kementerian
Kesiehatan apabila tidak diketemukan IMB;
Foto kopi Surat Izin penghunian (SIp) golongan II;
Foto kopi SK terakhir penghuni rumah negara;
sur:at keterangan rumah/tanah tidak dalam sengketa;
Berita acara pemeriksaan atas rumah dan tanah oleh
Kernenterian Kesehatan;
sur:at pernyataan penghuni bersedia membeli rumah

6)

7)

8)

e)

10)

11)

negiara;

12) su.at izin dari pemegang hak atas tanah apabila rumah
neg,ara tersebut berdiri di atas tanah pihak lain dan;

13) Hasil kajian pejabat Eslon I terkait atas pengarihan rumah
neg;ara gorongan II menjadi rumah negara gol0ngan IIL

e. Direktur Jenderal cipta Karya a.n. Menteri pekerjaa' Umum
akan menerbitkan Keputusan penetapan status rumah negara
golongem III dan tembusannya disampaikan kepada Menteri
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Keuangan dan Menteri Kesehatan. Apabila usuran pengarihan
status tidak memenuhi syarat, raaka Direktur Jenderal cipta
Karya menyampaikan penolakan kepada Menteri Kesehatan
disertai alasan penolakan;

f. Kementerian Kesehatan menerbitkan sK penghapusan
berdasarkan keputusan penetapan status rumah negara
golongan III;

g. Kementerian Kesehatan rnembuat Berita Acara serah Terima
(BAST) yang ditandatangani oleh pengguna, Barang Rumah
negara Golongan II atau pejabat yang di tunjuk kepada
KemenLerian PU, dalam hal ini Direktur Jend.eral cipta Karya
melalui Direktur penataan Bangunan dan Lingkungan.

Pengalihar: Rumah negara Golongan II menjadi Rumah negara
Golongan I

Pejabat E,selon I atau pejabat yang
terhadap ::urnah negara golongan II
dialihkan statusnya menjadi rumah
ketentuan sebagai berikut:
a. secara teknis rumah negara yang diubah statusnya memenuhi

syarat sebagai rumah jabatan sesuai tgpe dan kelas rumah
negara;

b. Mernpe:rtimbangkan efisiensi biaya pengadaan rumah negara
golongan I/ rumah jabatan.

Berdasarkan usulan dari pejabat Eselon I, maka Menteri
Kesehatan dhi Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
menetapkaLn keputusan perubahan status rumah negara golongan
II menjacli rumah negara golongan I yang tembusannya
disampaikan kepada Menteri pekerjaan umum dan Menteri
Keuangan,

4. Pengalihan. status rumah negara goiongan I menjadi rumah negara
Golongan II

Pengalihan status rumah negara golongan I menjadi rumah negara
Goiongan II diajukan oleh Menteri Kesehatan kepada Menteri
Pekerjaan lJmum seteiah memenuhi persyaratan pengaiihan status

ditunjuk melakukan kajian
yang akan diusuikan untuk
negara golongan I dengan
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rLlmah negara atau apabila sudah tideik layerk lagi sebagai rumah
negara golc,ngan I atau ada penggantian rumzrh negara.

5. Tata cara pengalihan rumah negara golongan I menjadi rumah
negara golongan II diatur sebagai berikut:

a, Pejabat Eselcln I mengajukan usttlan pengalihan status
golongan rumah negara golongan I menjacli rltmilh negara
golongan II dengan mempert-imbangkan ketentltan vang
berlaku.

b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan rnengajukan
permohonan pertimbangan teknis .kepada Menteri Peker.jaan

Umum iatas perLlbarhan status rumah negara golongan I menjerdi

rumah negara golongan II dengan melampirkern dokume r-t

sebagai berikut:
1) Hasil kajian usulan perubahan golongan rumah negara dari

golorrgan I menjadi golongan II;

2) SureLt keputr-tsan ardanya perubahan atuLl penggabr-lngan

organisasi dan/zltall surat keputusarn tidak mcmenuhi iungsi

sebagaimana ditetapkan semula;

3) Foto kopi keputtlsan Penetapan Status Rumah negara

Golongan I;

4) Garrrbar arsip rttmah dan gambar situasi yang akan
diustrlkan perubahannya menjadi rumah negara golongan Il.

Direkti.:rr Jenderal Cipta Karya dalam hal ini Direktur Penataan

Bangunan dan Lingkungan melakukan kajian atas permohclnan

yang ,Ciajukan Kementerian Kesehatan dan metnberikan
persetujuan atau penoiakan atas usulan perubahan status
golongeLn rumah negara golortgan I menjadi rumah negara

golongern II.

Sekretetris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan menctapkatn

keputusan status golongan rumah negara golotrgan I merrj2di

rumah negara golongein Il setelah melrdapart persetujuzin dari

Kementerian Pekerjaan Umum.

C.

d.
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C. KETENTUAN KHUSUS

1. Rumah negara Kementerian Kesehatan yang dibangun diatas
tanah milik Pemerinta.h Daerah dapat dialihkan statusnya menjadi
rumah negara golongan III bila pemerintah Daerah setempat
bersedia rrrelepaskan hak atas tanahnya.

2. Rumah negara yang dibangun dengan biaya sendiri cii atas tanah
Kementerian Kesehatan dapat dialihkan hak atas tanahnya
setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang yaitu Menteri
Keuangan meialui Menteri Kesehatan

KESEHATAN
DONESIA,





Hal

CONTOH FORMULIR 1

PERMOHONAN MENGHUNI RUIT,IAH NEGARA

Permohonrm untuk menempati rumah negara
Kementerian Kesehatan.

Yang terhormat,
Direktur/Kepala,
Di-

Jakarta

Yang bertanda tangan dibawah ini :Nama
NIP
Tempat/Tgl lahir
Insatnsi tempat ke:ja
Jabatan
Pangkat/Golongan
Masa kerja
Alamat sekarang

*"ry" ini mengajrtkan permohonan untuk mendapatkan rumah negara KementerianKesehatan.

Selanjutnya sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan surat-surat keterangarl dran surat pernyataan yung dip"riukan :

1. Surat permohonan menempati rumat,,ig".u.2. Foto kopi SK pengangkatan Terakhir.
3' Foto kopi SI( Pengangkatan Jabatan Struktural/Fungsionai bila menjabat.4" Surat pern;/ataan bersedia memenuhi keteniuan kewajiban dan laranganpenghunian rumah negara bermaterai Rp. 6.000,-5. Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (berwarna).

- Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk dapat dikabulkan. Atasperkenan Bapak mengabulkan permohonan i* saya ucapkarl terima kasih.

Jakarta,

Pemohon,



CONTOH TORMULIR 1A

PERMOHONAN MENEMPATI RUIT{AH NEGARA

Permohonan untuk Menempati Rumah Negara
Kementerian Kesehatan.

Yang terhormat,
Kepala Badan/Dirjen
Cq. Set.Badan/Set Ditjen
Di-

Jakarta

Nomor :

Lampiran :

Hai :

Bersama ini
yang beriokasi
Keluraha:n

kami
di

sampaikan permohonan untuk menempati Rumah Negarau1............. No.
I(ecamatan Kabupaten /Rota

Direktur i Kepala

NIP

,*, ""u?!??itl*T 
pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan antara

I Surat permohonan yang berangkutan.
? Foto kopi SI( pengangkaian ierathir.3' Foto kopi sI( Pengan[tata., Jabatan struktural/Fungsiona] bila meqjabat.4. pas foto uktrran 2 x.4 sebany.k tl;;;".iu".i;.".f .5' surat pernlrataan bersedia memenuhi icetentuan kewqfiban 6an laranganpenghunian A-+ n.eg?ra ( bermaterai Rp. 6.000,-).6 

B:illili1ll"#TJ;1gian Faiak r"'h;1;;-i^a. pBB (pqiak Bumi dan
7 ' surat Kete.angan data rumah 

.dari satrrer ( luas bangunan, ruas tanah,alamat/lokasi dan No. rumah serta statuu goioirgu, rumah).

terima 
Dcmikian permohonan ini karni sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan

2



Hai

CONTOH FORMULIR 18

PE5III'IOHONAN PERPANJANGAN SIP RUMAH NEGARA

: Permohorian perpanjangan SIP Rumah Negara
Kementeriau Kesehatan.

Yang terhormat,
DirekturlKepala
Di-

Jakarta

Yang berranda tangan dibawah inj :

Nama
NIP
Tempat/Tgl Lahir
Insatnsi tempat kerja
Jabatan
Pangkat/Golongan
Masa kerja

dengan ini menga.jukan permohonan perpanjangan Surat Izin Penghunial (SIp)
Rumah Negara Kernenterian Kesehatan.

Selanjutnya. sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan surat-
surat keterangan dan surat pernyataan yang diperlukan :

1. Surat permohonan menempati rumah negara.
2. Foto kopi SK Pe:rgangkatan Terakhir.
3. Foto kopi SK Per:gangkatan Jabatan Struktural/Fungsional bila menjabat.
4. surat pernyataan bersedia memenui ketentuan kewajiban arn

penghunian runrah negara bermaterai Rp. 6.000,-
larangan

Pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar (berwarna).
SPPT (surat Pemberitahuan Pqiak Terhutang) pada pBB (pajak Bumi dan
Bangunan) rumrrtr sekitar.
Foto kopi bukti setoran rumah negara bulan terakhir.
Penyerahan rumah negara kepada Satker.

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk mohon dapat dikabuikan.
Atas perkenan Bap,ak mengabulkan permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Jakarta,

Pemohon,

Catatan:
1. No. 7 bagi pemohon perpanjangan
2. No. 8 bagi pemohon pengganti

6.

7.
8.

3



Nomor :

Lampiran :

Hal :

CONTOH TORMULIR 1C

PEFIMOHOilAN PERPANJANGAN SIP RUMAH NEGARA

Direktur/Kepala

Permohonan perpanjangan SIp Rumah Negara
Keme:nterian Kesehatan.

Yang terhorrnat,
Kepala Badan/Dig'en
Cq. Set Badan/Set Ditjen
Di-

Jakarta'

Bersama ini I.ti sampaikan permohonan perpaqjangan surat rzinPenghunian (SIp) Itumah Negara ylng bertokasi diJi.............
)]............:....::....;;,5l|i*f:::.i....]..x"""-Eitan..

sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan persyaratan antaralain sebagai berikut :

1. Surat permohon.an yang berangkutan.
2. Foto kopi SK pengangkaian Terikti..
3' Foto kopi sK penganfuatan Jabatan struktural/Fungsionar bila menjabat.4. Pas foto ukuran 2 x 4 sebanyak 2 lembar fUer*lir,"t.--'5' surat pernyatetan bersedia memenuhi ketentuan kewajiban dan laranganpenghunian rumatr-negara (bermaterai np. O.OOO_). 

-

6. SPPT (Surat pemberitahuan pajak r".t"i."gi'iraa" pBB (pajak Bumi danBangunan) rumah sekitar.
l. loto kopi buliti setoran rumah negara bulan terakhir.8' Penyerahan rurnah negara dari pe"nghuni tama t epaaa satter

Demikian permohonan ini sava sampaikan untuk mohon dapat dikaburkan.Atas perkenan Bapak mengabuikan permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Catatan:

1. Io 1 U.et pemohon perpanjangan
2. No. 8 bagi pemohon pengganti-

4



CONTOH FORMULIR 2

Lembar Pertama

NOMOR IIRUT TORMI'LIR

KEPADA

Yth. Menteri Pekerjaan Umum
Cq.

Yth. Direktur Jendreral Cipta Karya
Melalui:
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jl. Pattiumtrra No. 20
Kebayoran Baru
Jakarta L204O

5



CONTOH FORMULIR 2A
UISULAN PENGALIHAN STATUS RUMAH NEGARA

Perihal : Usulan prengalihan status Rumah Negara Gol. II menjadi Rumah NegaraGol. III

Dengan ini, kami usulkan agar rumah instansi tersebut dibawah ini dapat dialihkanstatusnya dari Rumah Negara Golongan Ii menjadi Rumah Negara coton[an iti.
Adapun rumah tersebut diatas telah kami tetapkan menjadi Rumah Negara GolonganII dengan Surat X.eputusan Menteri Kesehatan . ..,......... tanggal

"..,,.. dan telah didaftarkan kepada Kementerian pekerjaan umum sertatelah memenuhi syarat untuk dialihkan statusnya dari Rumah Negara Golongan IImeqjadi Rumah Nr:gara Golongan III sesuai aengan p"otr."r, perundang_undanganyang berlaku.

Dengan dialihkan:nya status golongan rumah tersebut menjadi Rumah NegaraGolongan III, maka.wewenang penunjukan p";gil;i-,r." pengerolaannya menjadiwewenang Kementerian Pekeq'aan umum 
""uuu.i 

&.rg* peraturan pemerintah Nomor40 Tahun 1994 terrtang numah Negara jo. Peratura;iemerintah No.31 Tah*n 2005tentang Perubahan Atas Peraturan Femerintah Nomo. +o i.rruri 199; ;;;ar; RumahNegara, beserta per.aturan pelaksanaannya.

Nomor :

Lampiran : Satu trcrkas

Kepada
Yth. Menteri Peke4aan Umum
Cq. Direktur Jenderral Cipta Karya
Melalui:
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Jalan Pattimura No. 20
Kebayoran Baru, Jakarta - l2O4O

A. LETAK RUIUATI
Nama Jalan
Kelurahan/Kecramatan
Kota/Kabupaten
Provinsi

B. PENGHUNI RU]MAH
Nama
Instansi tempat kerja
Pangkat dan Golongan
Jabatan
SIP No./ tanggal

.......". 20t2

C. PEROLEIIAN
Dibangun/dibeli/diperoleh/Hadiah/peninggaran orang Asing *) pada tahun .,.....dengan biaya Rp. .......:...........:.....,- i-........... ...L..f yang bersumber dari

D. Lamplran
1. Gambar arsip rumah dan gambar situasi;
?. Foto kopi keputusan penetapan status penggunaan rumah negara;
9. l'oto $opi keputusan penetapan status h,mr,r, negara goiongan II;4. Foto kopi sertilikat tanah;

6



5' Foto kopi dokumen penganggaran pembangunan rumah negara dari satkeryang terkait;
6' Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/surat keterangan dari pejabat yirng
_ berwenang di Kementerian Kesehatan apabila tidak diketJmukan iMb;-7 Foto kopi Surat Izin penghunian (SIp) goiongan II;
9 Foto kopi SK terakhir penghuni ,.r*"h ,r"gir.;9. surat keteranga* rumah/tanah tidak dal; sengketa;
10. Berita acara. pemeriksaan atas rumah dan tanah-oleh Kementerian Kesehatan;11. surat pernlrataan penghuni bersedia membeli rumah negara;12' Surat izin dari pemegang hak atas tanah apabila rumah negara tersebutberdiri di atas tanah pihak lain dan;
13' Hasil kajian Pejabat Eslon I terkait atas pengalihan rumah negara golongan IImenjadi rumah negara golongan III.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL

NIP

7



,{

CONTOH TORMULIR 28
YANG DIITSULKAN MENJADI RUMAH NEGARA GOLONGAII Iil. DIDATTAR DENGAN HD. NO.

I. BAITGUNAN ASII

A. RUANG/JUMtLAH
1 . Ruang tamu
2 Ruang Kerja
3 Ruang,

Makan
4 Ruang tictur

II. PERI'BAIIAN

A. BANGUNAN 1'AMBAHAN
TAHUN I 19 Luas :
m2
i Konstruksi
2 Biaya
3 Sumber biaya

III.TA}IAH

A. STATUS
1 Hak atas mnah
2 Sertifikat No

IV. CATATAN LAIN-LI\IN

8 Gudang

B. KONTRUKSI PERMANEN/SEMI PERMANEN/ DARUR..\T *)1 pondasi
2 Rangka,/Tiang
3 Dinding
4 Lantai
5 Rangka atap

C. LUAS
1 Induk barrah
2 Induk ata.s
3 Samping bawah
4 Samping,atas

Penutup atap
Langit-langit
Penerangan

9 Air
10 Pembuangan

Kotoran

Garasi
Teras
Balkon

B. DIPERBAIKI/DIROMBAK
m2 TAHUN

Kamar mandi
Dapur
Ruang tidur
pembantu

Garasi
Ruang cuci
Kamar mandi

9
10
11

6
7
8

M2
M2
M2

M25
M26
M27
M2

Rp................,

B. LUAS

I
2
3

Luas :

Konstruksi
Biaya
Sumber biaya

C. PEROLEHAN
1

, Biaya :

Sumber biaya :

Jakarta,

Mengetahtri:

DIRET(TUR PENATAAN
BANGUNAN DAN LINGKUNGAN,

. !.....................................

8

Keterangan pada for.mulir

Disusun tgl.

NIP.



COIITOH FORIVIULIR 3

SIIRAT PBRIYYATAAN MENTAATI KEWAJIBAN DAN LARAI{GAIY
PENGITUNIAN RT'MAII NEGARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mematuhi ketentuan kewajiban
*:,lTT*"" penghunian rumah negara kementerian Kesehatan antara lain sebagaiDenkut:

I. KEWAJIBAN :

1' Menempati rumah negara selambat-lambatnya dalam jangka waktu enampuluh hari sejak Surat Izin penghunian diterima.
2. Mernbayar sewa rumah negara yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.
3. Memelihara rlan memanfaatkan rumah negara sesuai dengan fungsinya.
4' Membayar 5iajak-pajak retrebusi dan lain-lain yang berkaitan denganpenghunian rumah negara.
5' Membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air, dan/atau gas.
6. Mengosoqrgkan dan menyerahkan rumah beserta kuncinya kepada pejabat yang

berwenang s,elambat-lambatnya. dalam jangka waktu dua buian se3ak Oiterima
pencabutan liurat Izin penghunian, dan

7' Mengajukan permohonan pengalihan hak paling lambat satu tahun sejak
ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I1L

II. LARANGAN:
1' Mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah tanpa izin tertulis dari instansi

yang bersangkutan.
2' Menyerahkarr sebagian atau seluruh rumah kepada pihak lain.
3. Menggunakan rumah tidak sesuai dengan fungsi yang ditetapkan, dan
4. Menghuni rr:Lmah negara dalam satu kota/daerah yang sama bagi masing-

masing suami/isteri yang berstatus pegawai negeri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan sanggup
menerima sangsi jika salah satu ketentuan kewajiban clan larangan dimaksud tidak
dipatuhi.

Nama
NIP
Tempat dan tanggrl
lahir
Alamat
Instansi tempat kerja
Jabatan

Mengetahui:
Direlrtur/Kepala

20t2
Yang membuat pernyataan

Materai
Rp. 6.000,-

9

NIP.
NIP.



CONTOH FORMULIR 4

SURAI' PENGANTAR PENDATTARAN RI'ITIAII NEGARA
DrNAS ..............pRoprNsr.....,...,...../INSTANST/LEMBAGA............

Nomor:

Kepada
Yth. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum
Jalan Patimura No.120 Kebayoran Baru.

JAKARTA SELATAN

SURAT PENGANTAR

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas pernrohonan pendaftaran RumahNegara berikut Daltar InventariJ. Kartu Legger aan camuerr legger masing-masingdalam rangkap 3 (tiga) untuk diberikan Huru-ioaftar Nomor (HDNrc) sebagai berikut:

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Keuangan dan BMN

NIP

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

10



CONTOH FORMULIR 4A

SURAT KE}PUTUSAN PENETAPAN STATUS RUIVIAH NEGARA
GOLONGAN I

KEPI-ITUSAN KEMENTERIAN / LEMBAGA,
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN IyANc ADA DALAM LINGKUNGAN .......,......(seruwxaL nsnr,oN t1
KEMENTERIAN / LEMBAGA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

Menimbang : a.

Mengingat : 1

Membaca

b.

bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negarayang ada dalam lingkungan (Satminkal Eseloi I)Kemqr.terian/Lembaga......... dianggap perlu untuk secarabertahap diadakan pendaftaran aan penetipan statusnya;
bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum craram daftarlampiran keputusan ini dianggap t"ur, memenuhi syarat-syarat
untuk di tetapkan statusnya ti aaum Rumah Nega; cotorrg.r,
I.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RumahNegara jo. Peraturan pemerintah RI Nomor 3l " tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1994tentang Rumah Negara;

Peraturan Presiden Nomor l1 Tahun 2OOgTata Cara pengadaan, penetapan Status,
Status, dan Pengalihan Hak Atas numafr Negara;
Keputusan Presiden nomor 9 Tahun 200s tentang Kedudukan,Ttgas, Susunan Organisasi dan fat Kerja
Kementerian/Lembaga;

Keputusan Presiden _Nomor 1A/I4 Tahun 2OO4 tentang
Pembentukan Kabinet persatuan Indonesia;
Peraturan lVlenteri pekerjaan Umum Nomor
?2|PRTlM/2O08 tentang pedoman Teknis pengad.aan,
Pendaftaran, Penetapan Status, penghunian, eerigatiUan
Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah N{ara;
Keputusan Menteri/pempinan Lembaga..... Nomor....
Tanggal.,.... tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kementrian/Lembaga.........

2,

3.

4,

5.

tentang
Pengaliha

6,

ME]MUTIJSKAN:

Menetapkan : KIDPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA
PE)NETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
LINGKUNGAN...................
KBMENTEzuAN/LEMBAGA

TENTANG
GOLONGAN I DI

ESELON r)(SATMINKAL

11



PERTAMA

KEDUA

Rumah-rumah Negara yang ada dalam lingkungan(Satminkal Eselon I) .........:..... Kementerian / Lembagasebagaimana tercantum dalam daft; iampiran 'f"p"i"""r,
tetapkan statusnya ke dalarn Rumah wegari Cotongan t; 

-'

Irleputusan ini murai bertaku pada 
_ 
tanggal ditetapkan denganketentuan bahr,va segara .".rut, akan -iiubrh ;."- diperbaiki

'sebagaimana mestinya, apabiia. kemudian hari ternyata terd.apatkekeliruan dalam penetapan ini.

ini di

Diteta.pkan cli
pada tanggal

Jakarta

MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA

Ditjen. Cipta

t2



PENETAPAN STATUS RUMAH NEGARA
GOLONGAN I
DALAM LrNGI{UNGAN .... (SATMI{KAL ESELON 0

KEMENTRIr'J{ / LEMBAGA ...

Keputu san Menteri/ Pimpinan lenebaga.....Nomor. . ...Tanggal

Tl**1 Negara Golongan I adalah r,-rnah negara yang
dipergunakan bqgi pemegang jabatan terte[tu dan karena 

-sifai
jabatannya hartrs bertempat tinggal di rumair,tersebut serta hak
penghuniannya terbatas selgma pe3aUat yalg bi:rsangkutan masih
memegarrg jabatan tertentu tersebut.

tampira
n
Catatan

NO
URUT

HURUF DAFTAR
NOMOR DiPERUNTUK

A/
JABATAN

KOT
A

TEMPAT
ALAMA?

JALAN. BI,oK
PERSIL. DLI-

DIBANGUN/
DIPEROLEH

'IAHUN

RUMAH
BIAYA

RP
DAL{M
RIBUAN

TANAH I XELENGKAPAN

KOi{STRUK
SI

LUAS
l\12

SK.OTOzuSA
SI

NO"TGL
KEMEI,I'TRI

AN
LEMBAGA

KEMEN
PU LUAS

M2 HAX LISTRI
k AIR

TELEFO
N

GAS, PAGA
R Ir'{IN-L"AIN

I

MENTERI/LEMBAGA,

13



CONTOH FORMULIR 48

SURAT KEPU?USAN PENETAPATI STATUS RUMAH NEGARA GOLONGAN II
KE]PUTUSAN MENTEzu / PIMPINAN LEMBAGA

NOMOR

PBNETAPAN 
'TATIJS 

;:ffi;"GARA G'L.NGAN IIyANc ADr\ DALAM LTN*KUNG-1ry. .-.-,..,. :.......,. lsairrarNKAl ESEL.N r)
KEMENTRIAN/ LEMBAGA

MENTERT/PrMPINAN LEMBAGA .......

Menimbang : a' bahwa dalam rangka penertiban rumah-rumah milik negarayang ada dalam- lingkungan (Satminkal nsetoi I)Kemsrterian/Lembaga......... dianggap perlu untuk secarabertahap diadakan pendaftaran daripenetipan statusnya;
bahwa rumah-rumah tersebut yang tercantum daram daftarlampiraS keputusan ini dianggaj t.riu memenuhi syarat-syaratuntuk di tetapkan statusnya ti aahrn Rumah Negara GolonganII.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang RumahNegara jo. peraturan pemerintah RI Nomor ii-- t..,,rr,gPerubahan Atas peraturan pemerintah RI Nomor 40 iahun i994tentang Rumah Negara;

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun
9*" ... Pengadaan, penetapan Status,
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Keputusan presiden Nomor 9 Tahun 200s tentang Kedudukan,Tugas, Susunan Organisasi dan iata KerjaKementerian/Lembaga;

Keputusan presiden 
-Nomor 

lg/M Tahun 2ao4 tentangPembentukan Kabinet persatuan Indonesia;
Peraturan Menteri pekerjaarr Umum Nomor
?008 tentang pecloman TeknisPendaftaran, penetapan Status, penghunian,
Status, dan Pengalihan Hak Atas Rumah NeEara;
Keputusan Menteri/-pernpinan kmbaga.....
tanggal.,.... tentang Susunan Organisasi dan
Kementrian/Lembaga

b.

Mengingat

Menetapkan :

: L.

Tata
dan

2.

3.

4,

5

2008 tentang
Pengaliha Status,

6.

22lPRr lMl
Pengadaan,
Pengalihan

Nomor....
Tata Keda

MEMUTUSKAN:

K.OPUTUSAN MEMERI / PIMPINAN LEMBAGATI'NTANG PENETAPAN STATUS NUTTAATT NECARA-GOLONGANDILINGKUNGAN ;'_ 
_- VVVVII\.. (SATMTNKAL ESELON

u
r)

Rumah-rumah Negara yang ada dalam linglnrngan(Satminkal Eselon I) ....:.....:,... Kementerian / kmbagasebagaimana tercantum dalam daftar. fampirrr, 'X"-frt 
".r.tetapkan statusnya ke dalam Rumah ttegara coro"g;irl-

PERTAMA

l4



KEDUA I(eputusan ini murai berlaku pada tanggar ditetapkan denganl:etentuan bahwa segara ""rrrai, at<an -diubah dan diperbaikisebagaimana mestinya, apabila kemudian rrari iernyata terdapatl.:ekeliruan cialam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...,.,.

MENTERI / PIMPINAN LEMBAGA

lalilan Keputusan ini disampaikan kepada yth;
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta:2, Menteri Keuanlgan di Jakarta:
9 .......1.. (Pejabat Eselon I) Kementrian /l,embaga di Jakarta:4. Direktur Jenderal Cpta Karya di Jakarta:
! Direktur penatraan Bangunan dan Lingkungan Ditjen. cipta Karya di Jakarta:
I Kepala Biro Umum, Kementerian/Lembag"-....... O.l.k"rt",7. Kepala Kantor ,....... Kementerian/LembJga ....... di .....,.......:

15



PENETAPAN gTATUS RUUAH NE1GARA COLONGANtr _ tshpit@ : Kq,uhrs€r McEtqi/piEpirar rabaga-....No!:r.....TmsEat
DATAM UNGTUNOAN .... (SA'IMrNrr{L ESELON r)

KEMENTRTAN / T MBAGA catat& : Ru{ah Necat! GolonSa! 
-n- 4a]ah Rlgab Negala yans

me@pua. yai ttuburSa! yeg tidak d+ar dipisabkar -ddi siah;
ilsranii dar baE),a urrt di*di.kaD rurut i&li@i ot.h pc@wei
dan Elrabila rulrah rukcEbalikd licpada Ncsde

MENTERI/LEMBAGA,

URU
T

HURUF DAf'TAR
NOMOR UTTTKUI\ I UM

I
JABATAN

KOT
A

TEMPAT
AI.AMAT
JAL{N.
BLoK

PERSIL. DLL

DiBANGUN.

DIPEROLEH
TAHUN

RUMAH
BI,AYA

RP
DALAM
RIBUAN

TANAH KELENGKAPAN

KONSTRUK
SI

LUAS
M2

SK.OTORISAS
I

NO.TGL

KEMENTRIA KEME
N

PU
N

LEMBAGA
LUAS
M2 HAK

LISTRI
k AIR TELEPO

N GAS PAGA
R

LNN.
I,.AIN

t

I

(...... ...........1

16



CONTOH FORITIULIR 4C

SI'RAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PET{GTIUIIIAN RI'MAH NEGARA
GOLONGA,IV I

SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA

NOMOR.

Menimbang

TENTANG

PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

MEI'ITERI / PIMPINAN LEMBAGA

: 1.. Bahwa Rumah Negara Golongan I denganKeputusan Nomor.......,.... tanggal........... terletak diKelurahan Kec................ Kab/Kota.
Provinsi........, telah di izinkan untuk ditempati ot"i, 

"Aiil. bahwa berkenaan dengan

Surat
Jalan

mengatur
dimaksud.

penghunian dan
izi'.r: tersebut diatas perlu

persewaan rumah negara

Mengingat : .1.

Menetapkan
Pertama

ia.

3.

IL

$.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun lgg4 tentangRumah Negara jo. peraturan pemerintah RI Nomor 31tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah RI Nomor 4oTahun 1994 tentang Rumah Negara.

Peraturan Presiden Nomor 1r ralrun 200g tentang Tata caraPengadaan, Penetapan Status, pengalihan SLtus, dan
Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 20OS tentang
Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerji
Kementerian Kesehatan;

Keputusan Presiden *Nomor lS/M Tahun 2OO4 tentaag
Pembentukan Kabinet persatuan Indonesia;
Peraturan Menteri pekerjaan umum Nomor 2z/pRTlM/2oog
tentang Pedoman Teknis pengadaan , pendaftaran, penetapan
Status, Penghunian, pengalihan Status, dan pengalihan Hak
Atas Rumah Negara;

e,. Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga .....
Orgarrisasitentang Susunan

Kementeriarr / Lembaga .......;
7', Surat Keputusan Menteri permukiman dan

Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggat 16 Juli
Rumah Negara;

8. Surat Keputusan Menteri / pimpinan Lembaga....... Nomor.......
tanggal....... tentang..,...

MEMUTUSKAN

Ivlenunjuk Rumah Negara yang terletak di
Golongan dan KIas / Tipe
Untuk ditempati
Jabatan
Pangkat/Gaji Pokok
Terhitung mulai
Uang sewa perbulan

Nomor...... Tanggal
dan Tata Kerja

Prasarana Wilayah
2001 tentang Sewa

Sdr

Rp

t7



Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Fembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut di tempati oleh
l1ang bersangkutan, yai.tu sejak !ang-ga1........, aengan temotongiangsung dari dal'tar gaji yang dilakrilian oleh bend"aharawan gdidan harus disetor langsung ke Kantor pelayanan perbendaharaan
Negara, serta menyampaikan 1 jsatu) fut<U setor
l<epada.. . ...... (Kepala Kantor/ Satuan Kerja yang bersangkutanl.
IKetentuan Penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut
sebagaimana tercantum dalam Larnpirin Surat Kep,"utusan II;
r\pabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati olehpenghuni maka h* p:ryhunian yang diberit<in tepaaanya dapat<li cabut _dan segala akibat yang timiul tcarena pJncatutan izintersebut di bebankan kepa.da yang ber"arrgkutan;
l(eputusan ini mulai berraku pada tanggal ditetapkan dengan
I<etentuan segala sesuatu akan diuban aan iiperuaiki'setagaimana
mestinya bila dikemudian ternyata terda.pat kekelirua. penetapan
ini.

Ditetapkan di
pada tanggal

Menteri/ Pimpin.an Lembaga. . . . . . . .
Atau Pejabat yang ditunjukan

Tembusan Surat l.ieputu_san ini disampaikan kepada :1. Tembusan Surat Keputusan ini disamprit^r, tep.A. ,2. Direktur Jernderal pirbendaharaan Negara xementerian Keuangan;3' Direktur Jenderal c_ipta Karya rement"erian p;;;;"" umum;
1, Inspektur"tenderalKementerianKesehatan;
5' Direktur Penataan Bangunaa dan Lingkungan Direktorat Jentieral cipta Karya- Departemen pekerjaan Umum;
9 Kepala Kanto-r pelayanan perbendaharaan Negara...... di.......
7. Kepata Biro Keuangan Kementerian C;;ilffi;-
9 Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan;9. Bendahara,iran/pembuat daftar gaji Kantor / Satuan Kerja........10. Arsip
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Lampiran
Keputusan Menteri/pimpinan Lembaga
Nomor : .............
Tanggal ;,......,.......
Tentang : Penuqjukan penghunian

Rumah Negara

KETENTUAN PENGHUNIAN RI'MAII NEGARA

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I ini hanya beriaku selama
p-emegangnya (yang berhak) menduduki Jabatan di lingkungan Kementerian
Kesehatan.

2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumah
tersebut dan rnenyerahkan rumah dalam keadaan lengkap fepaai pimpinan
instansi atau pejabat yang di tunjuk dalam waktu 2 (dua)-bulan seteiah tidak
menduduki jabatan.

3; Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau
menyewakan /mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan rumah .

4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin (dari pimpinan
instansi atau pejabat yang di tunjuk),

5. Dilarang mengg;unakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar
yang telah ditentukan

6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wqiib memelihara sebaik-
baiknya Rum.ah Negara tersebut.

7, Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah
Negara.

B' Penghuni membay-ar pajak-pajak, retribusi dan lain-tain yang berkaitan dengan
penghunian ru:nah negara dan membayar biaya pemakaian diya lisltrik, telef,on,
air, dan/atau gas.

9. Pemegang Sura.t Izin Penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segala
biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi seUagal-ataUrt kesalahan/
kelalaian.

10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara
dimaksud haru,s sudah di tempati oleh yang berhak.

ll.Pelanggaran terhadap.ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat
dibatalkannyar Siurat Izin Penghunian Rumah Negara.

12' Surat lzin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggat ditetapkan dengan
ketentuan bahvira jika dikemudian hari ternyata ada ket<iliruan, maka Surat Izin
Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinnya.

Telah rnembaca dan sanggup mentaati
ketentuan-ketentueu: termaksud di atas

Pemegang Surat lz;in Penghunian Menteri Kesehatan atau
pejabat yang ditunjuk

Materai
6000

NIP. NIP.
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CONTOH rORI{ULIR 4D

SURAT KEPIITUSAN PENUNJUI(AN PENGHUNIAN RI'MAH NEGARA
GOLONGAN II

SURAT KEPUTUSAN ............,,.... (PEJABAT ESELON r )
NOMOR....

pENUNruKAN rr^H,TJ*i^i, RUMATT NE GARA
........ (PEJABAT ESELON r)

Menimbang : 1.. Bahwa Rumah Negara Golongan II dengan SuratKeputusan Nomor.., tanggal........... terletak di JalanKelurahan Kec................ Kab/Kota...........
Provinsi........, telah di izinkan untuk ditempati oleh sdr............
bahwa berkenaan _ dengan izin tersebut d.iatas perrumengatur penghunian dan persewaan rumah negara
dimaksud.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun rgg4 tentangRumah Negara jo. peraturan pemerintah RI Nomor 3itentang Perubahan Atas peraturan pemerintah RI Nomor 40Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 200g tentang Tata caraPengadaan, penetapan Status, pengalihan Siatuq danPengalihan Hak Atas Rumah Negara;

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentangKedudukan, Tugas, susunan organisasi dan Tata- KerjaKementerian Kesehatan ;

Keputusan Presiden _Nomor 1g/M Tahun Z,OO4 tentangPembentukan Kabinet persatuan Indonesia;
Peraturan Menteri pekerjaan Umum l{omor 22/pRTlMl2OOgtentang Pedoman Teknis pengadaan , pendaftar"", nl"Jt"p."
9t"trj, Penghunian, pengalihan Status, aan fenjafitran Hat<Atas Rumah Negara;

Mengingat : L.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

It{enunjuk Rumah Negara yang
tr:rletak di
Ciolongan dan Klas / Tipe
Llntuk ditempati
Jabatan
Fangkat/Gaji Pokok
Terhitung mulai
Ltang sewa perbulan

Nomor...... Tanggal
dan Tata Kerja

at

at

4-.

tr'

6,. Keputusan Menteri/pimpinan kmbaga .....
::....,. tentang Susunan Organisasi
Kementerian / Lembaga ...,...;

7 s-urat Keputusan Menteri permukiman dan prasarana wilayahNomor 373lKprs/Mr2oor tanggal 16 Juli 2o0r teniang sewaRumah Negara;

8;. Surat Keputusan Menteri / pimpinan kmbaga....... Nomor.......
tanggal....... tentang......

Sdr

Rp
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Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

Pembayara' sewa terhitung murai *-+ tersebut di tempati olehyang bersangkutan, yaitu -sejak1."ggir 
.::_;A[;,memotongIangsung dari daftar g:i vri'g a,Jrir."r, oreh beniatiarawan gajidan harus disetor t*E""riit? i'"ilo. p.rayanan perbendaharaanItlegara, serta 

. menyampaikan (satu) bukti setorkepada....... . . (Kepala X."t*iS"tG" Kerja yang bersangkutan).
Ketentuan penshunian 

. T"*+ Negara Golongan II tersebutsebagaimana teiantum dalam L"*;;r, Surat Keputusan II;
Apabila ketentuan tersebut pada diktum Ketiga tidak ditaati olehpenghuni maka hak penghunianvu"e olr"riG; k;;;I:rya aapatcli cabut dan segala:"kfii;""g'irriurr karena pencabutan izintersebut di bebankan kepada i;; ;;;.ngta:tan;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggar ditetapkan denganketerrtuan segala sesuatu akan oiubah iilffi";iii"iLr*manamestinya bita dikemudian t"r"v.t. f,raapat kekeliruan penetapan

Ditetapkan di
pada tanggal

(Pejabat Eselon I) atau
Pejabat yang ditunjukan

NIP

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :1. Tembusan lluratxeprrtusanliiii*"*paikan kepada :2' Direktur Jeinderar p;;";,t"ir;r"u, N"g"r. x"*Jrrt"iian Keuangan;3. Direktur Jenderal 
9_ip," Xrryl'ili1r""1"rian pekerjaan Umum;4. InspekturJenderat Ii"*;;;r;'xesehatan;

: B:TS:L::'"iXilf#fr,*F Lingkungan Direktorat,renderar cipta Karya
6. Kepala Kantor p"hi;;"-p;;"i.aun*..n 

Negara...... di...,...7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kesehatan;B. Kepala Biro Umumkementerian Kesehatan ;

?;. ff;aanaraw'an/pembu"i 
a.ii*'e":i xantor'/ Satuan Keda........

21,



Lampiran
Surat Keputusan
Nomor : .............
Tanggal :......,........
Tentang : penunjukan penghunian

Rumah Negara

I(ETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEIGARA

1' surat izin Penghunian Rumah 
T"s3."-.Golongan II ini hanya berlaku selamasumber daya rrranusia tersebut bekeija.ii h;k;'n;n Kementerian Kesehatan.2' Pemegang suratt Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan rumahtersebut dan nrenyerahkan rumah dalam keidaan llngtap kepada pejabat eseloni atau pejabat. J?"g di tunjuk dalam waktu z. ia""t uuran 

-"i[r.r, 
yangbersangkutan tidak mengtruni Rumah N.gui" cJongan II karena : pensiun,diberhentikan dengan ho'rmat atau qiaar<- aqngan 

.. 
hormat, meninggar rlunia,mutasi kedaerertr atau ke instansi lain, berheil-;il kemauan sendiri, melanggarlarangan penghunian rumah negara.

3' Dilarang memjindahkan hak surat lzin Penghunian Rumah Negara ini ataumenyewakan l:nengontrakan sebagian 
"t", ."rii*ii-l"rrg.rr* rumah .4' Diiarang mengubah atau menambah bangunan rurnah tanpa izin (dari pejabateselon I atau pejabat yang ditunjuk).

5' Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluaryang telah diterrtukan
6' Pemegang surat- Izin Penghrrnian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersEbut.
7 ' Pemegang surert Izin penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa RumahNegara.

B' Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan denganpenghunian rumah negara dan memuayar biaya iemar<aian aiva riJlriL, t.l"por,,air, dan/ nrenirLggal atau gas. 
-----J-- v^qJq vvrarr 

l

9' Pemegang surat Izin penghunian Rumah Negara bertanggung jawab atas segarabiaya untuk memperbaiki kerusakan " y;g terjadi sebagai akibatkesalahan / kelalaiannya.
10. setelah dikeluarkan surat lzin penghunian Rumah Negara, Rumah Negaradimaksud harus sudah di tempati oleh-yang UernJi---
l1'Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibatdibatalkannya liurat Izin pengh""i." Rumah N;;;;"
12' Masa berlaku i:zin Penghunian Rumah Negara Golongan II adalah 3 (tiga) tarrundan dapat diperpanj an[/ dicabur il;r"il ;ii:"Iiril'1"ir.,""i.
13' surat r^n penghunian ini mulai b.erlaku pada tanggar ditetapkan denganketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyat-.-"a" Lekeliruan, maka surat IzinPenghunian ini dapat dicabut atau diubah 

"Ju.sr,ir";a mestinya.
Telah membaca dan sanggup mentaati
ketentuan-ketentuan termaksud di atas

Pemegang Surat Izin penghunian

Materai
6000

NIP.
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CONTOH FORMULIR 5

SU.RAT KETERANGAII TENTANG MASA I(ER^'A

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Pangkat/Golongan :

Jabatan l

Dengan ini menerangkan bahwa.,

Nama :

Pangkat/Golongan :

NIP i

Jabatan :

Penghunian dan Pemohon pengalihan hak Rumah Negara,

A. Letak

Jalan

Blok

Kelurahan/Krecamatan

Kabupaten lK.ota

B. Huruf Daftar Nomor

Telah mempunya:i masa kerja pada Pemerintah selama : .......,.
tahun.

Demikian keterarrgan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak
Rumah Negara yang bersangkutan.

NIP.

Catatarl :

1. Difsi dengan huruf cetak/di..tik
2. *) biisi oleh Inrstansi tempat bekeda
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CONTOH TORMULIR 6

SI'TIAT KETERANGA,}T RTIIUAH TIDAI{ SENGKETA *)

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama :

Pangkat/Golonga:n :...............
Jabatan : ..............

Dengan ini meme:rangkan bahwa Rumah Nega::a Golongan III :

A. L€tak

Jalan

Blok

Kelurahan / I(ecarr^atan

B. Huruf Dajtar Nomor

Yang dihuni oleh :

Nama
Pangkat/Golongan :

NIP
Jabatan

Tidak dalam serngketa dengan pihak manapun.

Demikjan keterangan ini dibuat untuk melengkapi permohonan pengalihan hak
Rumah Negara yang bersangkutan,

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja
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CONTOII FORMULIR 7

SURAT PERIIYATAAII
BELIIM IIERITAH MEMBELI/MEMPEROLEH RUMAII NBGARA

Saya yang bertancla tangan di bawah ini,

N ama :

Penghuni dan Peneohon pengalihan hak Rumah Negara :

A. i,€tak

Jalan

Blok

Kelurahan/Kercamatan

Kabupaten/Krcta

B. Huruf Daftar Nomor

Dengan ini meniyatakan bahwa saya belum pernah dengan jalan/cara apapun

Lli.lp"rot"h/membeli rumah dari negara berdasarkan peraturan yang berlaku'

Apabila pernyataan saya ini tidak benar, maka pengalihan hak Rumah Negara yang

"iV. 
r",itori irri Aapat dibatalkan.secara sepitati 91lr saya bersedia memikul

terugian-kerugian Nigara dan sanksi-sanksi yang timbul karenanya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya'

Mengetahui/ MenYetujui : *) Hormat saya'

*) Diisi oleh Instansi tempat bekerja

Materai
6000
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PENILAIAN PERIVIOHONAN RUMATI/TANAH NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMETERTAN

No ASIPEK YANG DINILAI PEMLA.IAN A B c
1. MASA KERJA (Dalam Tahun)

Semakin Lama Masa Kerja Semakin Baik
Skoringny_q

0,3

2. PANGKAT (1,i2,3,41

$emakin Tinegi semakin baik o,2
3. UMUR

Semakin T\ra umurnya semakin baik 012

4. STATUS KEPEMILIKAN RUMAH
Sudah punya rumah nilai 5, Tidak punya
Rumah LO

0,1

5. JABATAN (Punya Jabatan Nilai 10, Tidak
Punya Nilai 5) 0, 1

6. STATUS PERIGWINAN
Menikah nilai 10, Belum / Tidak Menikah
nilai 5

0,1

TO?AL NILAI I
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